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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Modal tahun anggaran 2014-2016 

sudah berdasarkan dengan Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh 

setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kupang. Jika dalam 

pelaksanaan anggaran  belanja modal masih terdapat Program dan 

Kegiatan yang belum terlaksana, hal itu disebabkan karena: 

1. Belanja tanah yang disebabkan oleh masalah pembebasan lahan. 

Masalah pembebasan yang belum dimenangkan oleh Pemerintah 

Daerah Kota Kupang maka akan berpengaruh terhadap pembangunan 

yang sudah direncanakan. Sehingga akan mengalami penundaan 

pembangunan ketahun berikutnya. 

2. Kendala teknis yang terjadi  dalam pelaksanaan anggaran belanja 

modal untuk item belanja jalan irigasi dan jaringan karena tertundanya 

pembangunan pada tahun 2014 sehingga di tahun 2015 belum dapat 

terlaksana dan baru akan dilaksanakan di tahun 2016. 

3. Pembangunan yang belum tuntas atau belum selesai dari tahun 

sebelumnya sehingga pelaksanaan untuk tahun tersebut tidak bisa 

dilaksanakan. 

4. Penyelesaian Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yang 

ada. Hal ini karena pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan 

pembangunan terlambat menyelesaikan pembangunan. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan diatas, maka 

saran untukPemerintah Daerah Kota Kupang, sebagai berikut: 

1. Agar pemerintah daerah Kota Kupang lebih memperhatikan aset tetap 

yang dimilikinya agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan anggaran 

belanja modal. 

2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Kupang lebih ketat dalam pengawasan 

pelaksanaan anggaran belanja modal agar tidak terjadi penundaan 

pembangunan dan keterlambatan penyelesaian pembangunan. 

3. Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu memperhatikan pihak penyedia jasa 

perusahaan agar dapat melaksanakan anggaran belanja modal sesuai 

dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. 

4.   Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Anggaran Belanja Modal. 
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